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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOROR 75 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN FRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam penyelengqaraan pemerintzhan dan pembangunan di
Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan produk hukum daerah, sebagai
payung hukum dalam melaksanakan kebijzkan pemerintahan yang
sesual dengan peraturan perundangan yang berlaku;

bahwa pembuatan produk hukum daeral yang harmonis bak dari
aspek kewenangan maupun aspek perancangannya merupakan
suaty hal yang harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum
daerah, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan
terkoordinasi serta menjamin efekiivitas keberiakuannya, perlu diatur
mefigenal prosedur penyusunan produk hukum daeraly;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hwruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Prosedur Fenyusunan Produk Hukum Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Olonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1108);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran MNegara
Nomor Republik Indonesia 5234},

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah tdengan Peratiran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);




4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 téﬁta'ng'.Fengesé.héﬂ\.
Pengundangan dan  Penyebarluasan  Peraturan Peruna'ang-
undangan; '

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Fukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN

PRODUK HUKUNM DAERAH.

BAB i
KETENTUAN Ungun

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

8.

Daerah adaiah daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimanian Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjuinya disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah vyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah. '

Satuan Ieria Perangkat Daerah, yang selanjuinya disingkat SKPD adalah sekretariat,
dinas, badan dan kantar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Biro Hukurm adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

7.Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan pembuatan

peraturan perundang-undangan daerah, yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan
penyebarluasan,

Produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan, meliputi
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan berbentuk
penetapan melipuil Keputusan Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingk_eit Raperda adalah rancangan

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Gubemur, :

10. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubemur Kalimantan Barat.




11. Peraturan Bersama Gubermur adalah peraturan  yang di‘setapkan oleh ‘Gubernur. S

Kalimantan Barat dan Gubernur provinsi lainhya. :
12. Keputusan Gubernur adalzh penetapan yang bersifat konkrlt mdwldual dan flnat

13. Program  Legislasi Daersh yang Selan;utnya dlsebut Prolegda adafah mstrumen _' _.: :
perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang cizsusun secara terencana S

tarpadu dan sistemalis.

14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penehtzan" atau pengkajian - hukt’xm terhad'a;j
suatu rnasalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Secara imiah meéngenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagal sc:lusa
tertadap permasalzhan dan kehutuhan hukum masyarakal

15. Pengundangan adalah penempatan produk hukuni dasrab dalam Lembaran Daerah '
Tambahan Lembaran Daerah atau Benta Daerah. -

BABH
PRODUK HUKUN DAERAH

Pasal 2

Produl hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapaﬂ

" Pasal 3

(1) Produk hukum daerah bersifal penoaturan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2

berupa:

a. Peraturan daerah;

b, Peraturan Gubernur; dan

c. Peraturan bersama Gubermur,

@) Produk hulkum daerah bersifat  penetapan :aebdgalmana damakmd daiam Pasai 2

berupa Keputusan Gubernur
' - . BAB i .
FROSEDUR PENYUSUHAN PRODUK HUKUM o

Bagian Kesatu :
Produk Hdkum Bersifat F’engaturan L

Paragraf 1 .
Pényusunan Prclegdd .

Pasal 4

(1) Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturc.n yang berupa per’itran_'a :
dagrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat'(1) huruf a, ddakukan berdasarkan" SRR

Prolegda.




@) Penyusunan Prolegda sebageimana dimaksud pada syt (1) diakokan oeh

Pemerintah Daerah bersama DPRD dengan suatu kesepakatan bersama.

(3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas :
a. perintah peraturan perundang-untdangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daersh;
¢ penyelenggaraan otonomi daeran dan tugas pembantuan, dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

(4) Kesepakatan bersama penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ava (2),
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
{6) Dalam keadaan terlentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dan Pemerintah
Dazerah dapat mengajukan raperda diluar Prolegda :
akibat putusan Mahkamah Agung; '
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
pembatalan atau klari fikasidari Menteri Dalam Negeti; -
perintah  peraturan perundang-undangan yang lebih iinggi setelah Prolegda
diteiapkars; atau )
Keadaan tertentu lamnya yang memastikan adanya urgensi .atas suatu raperda
vag dapat disetujui bersama oleh DPRD danPemetintah Daerai .

oo

®

Pasal 5

(1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD menyusun prolegda.

(2) Prolegda ditefapkan untuk jahgka wakiu 1 (satu} tahun berdasarkan skala priontas
pembentukan raperda. .

(3) Penyusunan dan penetapan pro egda dilakukan sellap tahun sebelum penetapan
raperda APBD.

Pasal 6

(1) Penyusunan prolegda dikoordinasi ‘oleh’ Biro Hukum s T T
(2) Penyusunan prolegda: sebagafmana dlmaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan
instansi vertikal,
(3) Instansi vertikal sebaqazmana dumaksud pada ayat (2), dikuisertakan apab!!a sesuai
c.engan o - _
a. Kewenangen, _
Ls mater muatan, atat o
c. k ebutuhan dalam pengaturan,
(4} Hasil penyusunan prolegda sebagamana dima‘itsud pada ayal ('i) dlajukan Baro Hukum
kepada Gubernur. meiaiul Sekretans Daerah, - '

Pasal 7

(1) Gubernur mer wampalkan has:i penyusunan proiegda di lmgkungan pemenntah Provms; .' SRR 1

Kalimantan Barat kepada Balegda melaim plmpanan EPRD,:

(2) Ketentuan lebih lanjut: mergerial” penyusunan prolegda i .Imgkungan pemermtah
Provinsi -Kdlitn antan - Barat sebaga\ mana d:maksud pada ay'xt (1) dnatur dengan AR

Peraturan’ Gubemur tersendrr:




Paragraf 2
Penyusunan Raperda

Pasal 8

Gubernur memerintahkan kepada pimpinan SKPD untuk metwyusun raperda berdasarkan
prolegda.

Pasal 2

(1) Pimpinan SKPD yang menjadi pernrakarsa dalam menyusun raperda sebagaimana
dimaksud datam Pasal 8, sesual dengan bidang tugasnya dan menyusun naskan

akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi
muatar, yang diatur.

{2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan
kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

{3} Raperda beserta naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan
dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Pasal 10

Dalam hal raperda mengenai :

a. Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah;

b. pencabutan perda; atau

c. perubahan perda yang terbatas mengubah beberapa mater,

harwa disertai dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

(1) Raperda yang disertai naskah akadernik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
telah melalui pengkajian dan penyelarasan mengenai konsepsi pengaturan, yang
meliputi

latar belakang dan tujuan penyusunar,

sasaran yang ingin diwujuckan,

pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;

jangkauan dan arah pengaturan; dan

dasar-dasar atau pedoman disusunnya produk hukum daerah tersebut.

R =N B~

(2) Penyusunan naskah akademik sebagaimena dimaksud pada ayal {1), dengan
sistematika, sebagai berikut: '
a. Juduat
h. ¥ata Pengantar
¢ Dafiar isi, yang terdin dari:

1. BAB | : Pendahuluan

2. BAB U . Kajian teoritis dan praktek empiris

3. BAB i - Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait

4. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

5. BAB V - Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda
5 BAB M T Penutup




d. Daftar Pustaka
e. Lampiran raperda, jika dspertukan

- Pasal 12

(1) Raperda vang berasal dari SKPD pemrakarsa, dikoordinasikan oleh Biro Hukum uniuk" '
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi - sébagaiman'a dlmaksud :

pada ayat (1), dapat mengkutsertakan instansi vertikal dari- kementerlan yang
menyelenggarakan urusan pemermtahan ¢i bidang hukum,

Pasal 13
(1) Gubernur membentuk Tim penyusunan Raperda.

(2) Susunan keanggotzan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), .té_r'diri dari:

a Penanggungjawab  : Gubernur

b, Pembina . Sekretaris Daerah.

¢ Katua . Kepala SKPD pemrakarsa.

d. Sekretaris . Kepala Biro Hukum, o
e Anggoia . SKPD terkait sesuai kebutuhan

{3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dstetap;can dengan l'\eputusan Gubernur

(4) Ketua Tim melaporkan perkembangan Raperde dan/atau permasaiahan kepada': S
Sekretaris Daeral, :

Pasail 14

(1) Raperda vang telah dibahas harus mendapat paraf koordmas; ciari Kepaia Bnro Hukum S

asisten Sekretaris Daerah yang memb!dangs urusan te: kait dengan ma‘{en Raperda dan : ey
pimpinan SKFD pemrakarsa. : :

{2) Pimpinan SKPD pemrakarsa atau - pejabat yang. datun;uk menga Jukan Raperda yang
teleh mendapat paraf koordinasi sebagaimana . dimay csud pada ayat (1) kepada S
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. . R '

Pasal 15

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan  dan/atau penyer‘tpurnaan terhadap"' SR
Raperda yang telah di paraf koordinasi sebagaimana dlm'lksud daiam F’asal 14 ayat (‘i) S

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda sebagalmana cfamaksud pada ayat \1) _
dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. <

(3) Hasi perubahan danfatau penyempumaan Raperdq sebagaunana dimaksud pada ayat'f o

Kepaia Biro Hukum, asisten Sehre’tans Daerah yang membzdangt urusan ierkati dengan £
materi Raperda dan pimpinan SKPD pemrakarsa, '

(4) Sekretaris Daerah menyamparkan Raperda qebagaimaﬂa dlmak‘%ud pada ayat ()
kepada Gubemur '




Pasal 16

Gubernur menyampaikan Raperda -sebagaimana  dimaksd ua\am Pasa\ ’\5 kamﬁa
pimpinan  DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasall7

(1} Gubernur membeniuk Tim asistensi pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8.

(€} Tim asisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah

(1)

)

&)

( :

)

atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur,

Pavagraf 3
Program Panyusunan Peraturan Gubernur

Pasal 18

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifal pengaturan yang berupa Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aval (1) huruf a, dilakukan
berdasarkan Program Penyusunan Peiaturan Gubernur,

Penyusunan Program Pelyusufan Peraturan Gubernur sebagarmana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dleh Gubernur.

Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagapmana dimaksud pada
ayat (2), berdasarkan atas :

a. perinian peraturan perundang-undangan yang lebih tingg;

b. rencana pembangunan daerah;

. penyeienggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan/atau

d. aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD dapat

mengajukan rancangan Peraturan Gubernut diluar Program Pefyusunan Peraturan

Gubernur;

a akibat pembatzlan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

D, Pe%%abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahy;

c. pembatalzn atay Klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri,

d. perintah  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggt setelah Program
Penyusunan Peraturan Gubernur ditetapkan; atau -

e. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau kebijakan  dari
Gubernur perlunya suatu Peratwan Gubernur dibuat setelah Program Penyusunan
Peraturan Gubernur ditetapkan,

Pasal 19

Subernur memerintahkan pimpinan’ SKPD untuk menyampaikan usulan rancangan
Peraturan Gubernur untuk disusun Program Penyusunan Peraturan Gubemnur.




(2) Program Penyusunan Peraturan Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun berdasarkan skafa prioritas penyusunan Peraturan Gubernur.

{3) Penyusunan dan penetapan Program Penyusullan Peraturan Gubernur dilakukan
setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD.
Pasal 20

(1) Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur dikoordinasi oleh Biro Hukum.

(2} Dalam Penyusunan Program Penyusunan Peraiuran Gubernur sebagaimana dimai<sud
pada ayat (1), usvlan rahcallgan PeratUral Gubernur dibahas bersama SKPD
pemrakarsa untuk mengetahui Kesiapan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur
dan penenfuan skala prioritas penyusunan Peraturan Gubernur,

(3) Hasil penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diajukan Biro Hukum kepada Gubernur melaiui Sekretan's Daerah, untuk
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4
Penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur

Pasal 21

(1) Pimpiran SKPD menyusun rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf ¢

() Rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Biro Hukum untuk dilakukan koreksi, telahaan atau
permbahasan dalam rangka harmonisasi, sinkmnisasi dan pemantapan konsepsi.

(3) Dalam hal fahcalgal Peraturan Gubernur yallg Materinya terkait dengan bidang
keualgan yang diajukan SKPD perfakalsa (selail BPKAD), agar berkonsuitasi atau
berkoordinasi terlebih dahulu dengan BFKAD.

Pasal 22

(1) Gubernur dapat membentulc’ Tim penyusunan rancangan Peraturan Gubernur atau
Peraturan Bersama Gubernur. -

(2) Tim sebagammana dimaksud pada ayat (1), terdiri dali

a Ketuad : Pimpinan SKPD pemfakalsa atau pejabat yang ditunjuk Gubernur.
b Sekretaris » Kepaia Biro Hukum
c. Anggota . SKPD ferkait sesuai kebUtuhal,

(3} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Keiua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan perkembangan rancangen
Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur dan/atau permasalahannya
kepada Scekretaris Daerah,




Pasal 23

(1) Rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubhetmur yany telah koreks),
telaghan atau dibahas sebagaimana dimaksud datam Pasal 21 ayat (2) harus mendapat
paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, asisten Sekretaris Daefah yang membidangi

urusan terkait dengan materi rancangan Peraturan Gubernur dan pimpinan SKPD
permrakarsa.

(&) Pimpinan  SKPD  pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan
Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah mendapat paraf

koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 24

(1) Selretaris Dasrah dapat melakukan perubahan danfatau  penyempurmnaan terhadap
rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah di paraf
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

{2) Perubahan dan/atau penvempurnzan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan
Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalkan kepada
pitmpinan SKPD permrakarsa.

(3) Hast perubzhan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur atau
Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
Kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum,
asisten Seloretaris Daerah yang membidangi wrusan terkait dengan materi rancangan
Peraturan Gubernur dan pimpinan SKPD perrakarsa.

{4y Sekretaris Oaerah menyampalkan rancangan PeratUran Gubernur atau Peraturan

Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubemur, unfuk
ditandatangani.

Bagian Kedua
Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasat 26

(1) Pimpinan SKPD sesual dengan bidang tugasnya menyusun rancangan Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Biro
Hulcum untuk dilakukan koreksi atau telshaan dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi
dan pemantapan konsepsi. :

(3) Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan ke Biro Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus. disertal ’

a. Peraturan perundang—undangan_ yang mendukung/menjadi  dasar  perlunya
Keputusan Gubernur tersebut dibuat/dikeluarkan; dan/atau

b, Buku pedoman, Juklak/Jeknis, Berita Acara/l.aporan/Kesimpulan Hasil Rapat._ Notq
Pertimbangan, dll (khusus Keputusan Gubernur mengenai pembentukan Tim disertai
dengan DPA dan Keputusan Gubernur mengenai AMDAL harus dilengkapi dengan
rekomendasi atau Berita Acara pembahasan AMDAL dari Komisi Penilai AMDAL
Provinsi).




(4) Apabila hasil koreksian atau telaahan Bro Hukum -térhad’ap"Képufuéah_' Guberrur - -

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat kekelituan, maka Biro Hukum =
mengembaiikan Keputusan Gubernur dimaksud kepada plmpman SKPD pemrakarsa-.-- )
uniuk difakukan penyempurnaan. .

(5) Apabila Kepuiusan Gubernur ber dasarkan hasil koreksi atau neiaahan sebagazmana". _
dimaksud pada ayat (2) terdapat hal-hal vang 'bersifat: pentmg untuk . ditakukan: -

pembahssan, maka Kepala Biro Hukum dapat mengundang mstansz dan/atau p:hak'.-. |

terkait untuk melakukan pembahasan Keputusan Gubernur dimaksud.

(6} Dalam hat rencangan Keputusan Gubernur yang materinya terkait- dengan bldang

keuangan vang diajukan SKPD :pemrakarsa (selain BPKAD) agar betkonsul*a& atau S

berikcordinasi terlebin dahulu dengan BPKAD. -

(7Y Keputusan Gubernur yang telah disempurnakan atau citbahas sebagaimana dlmaksud B
pada ayat (3} dan ayat (4), diajukan kepada’ Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk -
ditandatangani setelah mendapat paraf koordinasi daii Kepaia Biro” Hukum dan’ asasten'”i S
Seivetaris Daerahy yang memb:dang; urusan terkaﬁ dengan materi Ke putusan Gubemur e

BAR ' ' '
PENANDATANGANAN, PENOMORAN, PENGUNBANGAN QAN A‘JTENT!FIKASI

: Pasal 26

Penandatanganan produk hukum dasrah yang bersifat pengaturan sebagalmana dlmaksud L

dalam Pasal 2, dildkukan oleh Gubernur.

Pasal 27

{1} Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berupa Peraturan SPIEEE ML B
daerah sebagaimana d;maksud daiam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dfbuat da!am fangkap It E

(empat).

(2} Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dzmaksud pada ayat (1) oieh
a. DPRD; _

b. Sekretarie Daerah;

¢. Biro Hukum berupa naskah yanq ‘berparaf koordmasn dan
¢ SKPD pemrakarsa.

" Pasal28

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan béi’ﬁi;ﬁé' 'Peratﬁraﬁ'

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurtf b, dlbuat datam rangkap
3 (tiga). _




(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubamur sebagzimana dlmaksud pada ayat :
(1) oleh:

a.  Sekretaris Daerah;

b, 3irc Hukum berupa naskah yang berparaf koordinas; dan -
¢ SKPD penvakarsa.

Pasal 29

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengat‘uran'_berupa Peraturan

bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). huruf-c,'dibu'a"t_ 'délém'_:':‘ B

rangkap 4 (empai).

(2) Dalam hal penandatangan Peraturan Bersama Gubetnur mellbatkan lebih dan 2 (dua) o
daerah, Peraturan Bersama Gubérnur dibuat rangkap sesuai kebutuhan

(3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Gubernur sebagaxmana dimaksud '
pada ayat (1) dan ayal (2), oleh:
a. Selvetaris Daerah masing-masing dasrah;
b, Biro Fukura berypa naskah yang berparaf koordinast; dan -
¢ 3KPD masingmasing pemrakarsa.

'Pasal30

(1) Penandalanganan produk hukum daerah yang bersifat penelapan berupa Keputusan"'

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), d:!akukan oleh Gubemur

{2) Perandaianganan produk hukum sebagaimana dimakstd pada ayat (1) dapat :

didelegasikan kepada :

a. Waki Gubernur;

b, Sekretaris Daeraly, dan
¢. Kéepala SKPD.

(3) Pendelegasian penandatanganan sebagaimana dimaksud © pada ayai (2) s_e"s'uai".
ketentuan peraturan pemndang—undangan ' : S

Pagzal 31

{1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan berupa Keputusan'_- .

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibuat dalam rangkap 3 (tlga)

(2) Pendokumentasian naskah ashi Keputusan Gubernur Sebagaxmana dnmaksud pada ayat :

(1) oleh:
a. Sekretaris Dagraly;

b. Biro Hukum berupa naskah yang berparaf koordma& dan
¢c. SKPD pemrzkarsa. :




Pasal 32

(1} Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang teSah dxsetu;ul bersama DPRD"- :
dengan Gubernur, wajib d:sampaikan kepada Menteri Dalam Negen untuk men dapatkan':_' g

nomor registrasi.

(2) Setelah diberi nomor registrasi oleh Menteri Dalam Negen Pera’iﬁtan "-'Daé'rah S

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor.

(3) Pencmoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (?) diiakukan oleh" '_ R B

Kepala Biro Hukum.

(2) Peromoran produlc hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayai (1} yang ber 1fa't :
pengaturan menggunakan nomor bulat. '

(3} Penomoran produk hukum daerah sebagarmana dsmaksud pada aya% (1) yang berszfat' o

penetapan menggunakan nomor ‘kode klasifikasi. .

Pasal 33

{1} Produk hukum daerah berupa -Peraturan ‘Daerah mengenat APBD Pa]ak Daerah - .
Reirbusi Daerah dan Rencana’ Tata Ruang stayah sebalum dtsetuwl bersama DPRD'_:_ L

dan Gubernur, disampaikan kepada Menten Dalam Negert untuk dlevaluass

(2) Produk hukum daerah berupa F’eraturan Daerah yang te!ah ditetapﬂan diundangkan e

dalam lembaran daerah.

{3y Lembaran Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat {1), mefupakan penerbttan resml _.;j'-__:

pemerintah daerah.

(4) Pengundangan sebagaimana dnmaksud pad'a'aya‘i (1) n*erupakan pembentahuan I_ '
secara formel suatu  Peraturan Daerah, - sehingga mempunyai daya |kai pada TR

masyarak at.

(5) Peraturan Daerah yang telah diundangkan’ sebagaumana dimaksud pada ayat (1) e
disampaiian kepada Menter Dalam- Negen uniuk dzta (ukan ktartftkasz sesuai ketentuan e

peraturan perundang- undangan

Pas'al 34

(1) Tambahan lembaran daerah memuat oen;elasan Peraturan Daerah

(2) Tarnbahan iembaran dacrah sebagalmana dlmaksud pada ayat {1) dxcantumkan nomm-._ff i Lo

tambahan lembaran daeralt. -

(3) Tambahan lembaran daerah - sebagaimana dlmaksud pacia ayat (1) dﬁetapkan._- S
bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah _

{4) Nomor tambahan lembaran daerah’ sebagalmana dzmaksud pada ayat {2) merupakan'g__ :

kelengkapan dan penjelasan dari Peraturan Daerah




Pasal 3%

(1) Produk hykum dalam berupa Peraturan Gubernur dan - Peraturan b@rsama Gubemur
yang telah ditetapkan diundangkan daiam berita daerah.

(2} Betita daerab sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), merupat'an penerbltan resml _

permeriniah deerah.
(%) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembentahuan“

secara formal suatu Peraturan Gubernur dan Peraturan bersama Gubemur sehmgga":
mempunyai daya ikat pada maoyarakat

Pasai 36

Sekretaris daerah mengundangkan Peraturan Daerah Peratuaan Gubernur cian Peraturani LR

barsama Guberur.

Pasald?

(1) Produk hukurm daerah baik yang berupa pengaiuran maupun. penetapan yang telah -

ditandatangani dan diberi penomeran, sebelum disebariuaskan - harus ter!eb:h dahu!u_ EE :

ditakukan autentifikasl.

(#) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di1akukan"0]eh'}<épa_la Biro__Huktlm. 8

BAB V ' '
PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMFNTAS!AN DAN SDS!ALISASi

. Pasal 38

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentas&an produk hukum daerah driakukan oleh_-,_: .

Biro Hukum dan SKPD pemrakarsa,

Pasallg

Sosialisasi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan secara bersama-samaz : |
oleh Biro Hukum dengan SKPD pemrakarsa danfatau TPRD.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasai 40

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan dan sos¥ahsast produk hukum daerah'_:_':ﬁ 3 R

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah




‘BAB vit _
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau teriulis daiam
pembentukan Produk hukum yang bersifat pengaturan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (’1) dapat
dilakukan melalui:

a. Rapat dengar pendapat umum,

p. Kunjungan kerjz;

¢ Sosialisasi; dan/atau

d. Seminar, workshop, lokakarya danfatau diskusi

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perorangan,

kelompok atau lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap - matenisubotanm dar:
produk hukum tersebut.

{(4) Urluk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana gimaksud

pada avat (), sefigp produk hukum daerah yang bersnfat pengaturan harus danat'
dizkses dengan mudah oleh masyarakat. - _

BAB VIl -
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan’ Peraturan
Bersarna Gubernur dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-un{iangan dan
peneliti atau tenaga ahll.

Pasal 43

Contoh drait Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan -BerSamé'_GUbérnur,

Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Kapafa SKPD dan tata fetak

paral koordinasi, sebagaimana tercanium pada Lampiran, yan_; merupakan baqsan tidak' '
terpizaikan dart Feraturan Gubernur Ini.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

F‘asaf 44

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur- Nomor 47 Tahury -

2041 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah - (Berita ‘Daerah’ Provinsi '_ -

Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




. Pasal 45
Peraturan Gubernur ini mulal bertaku pada tanggai dlundangl{an

Agar setiap orang mengefahuinya, memerintahkan pengundangary Peraturan Gubemur ni,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan i Fonti anak _
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KA.UW'ANTM-_BARAT,' o

 CORNELIS.
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINS! KALIMANTAN BARAT,

et
M., ZEET HAMDY ASSOVIE

E&RP’A EAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2614 NOMOR 75

%’«f s, ﬁﬁﬁi—!ﬁ&ﬂ M.Si
“/Pembing Utama Muda
mw 4»9636” 332 198403 1 002




LAMPIIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Nomor ;75 Tahum 2014
Tanggal  : 31 Desember 2014

A, Cantoh Draft Peraturan I}aei"ah;

GUBERNUR KALIMANTAN BA%’@AT

PERATURAN DAERAH PROVINS!I KALIMANTAN BARA?
NOMOR ..... TAMUN ... -

TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang bahwa

bahwa

T

o

c. bahwa berdasarkan  periimbangan. sebagalmana'.”: o
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membenhk'_ L

Peraturan Daerah tentang ...

Mengirigat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

.......................................................................

.....................................................................

Dengan Pe?setu juan ﬁ&rsama R |

DEWAN PERWAKILAN RAK\{AT BAERAH PROV%NSE KALIMANTAN BARAT |
~ dan

GUBERMNUR KALIMANTAN BA#?A’?‘ -

MEMUTUSKAN :

LR T P T T LI L R T R PE F U

Menetapkan . PERATURAN DAERAH .TEN?ANQG?
Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini, yangd’imaksﬁd dengan :

--------------------------------------




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabhuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

MAMA®

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAM
PROVINS! KALIVANTAN BARAT,

MAMAX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ... NOMOR..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kapala Biro Hukum,

Nama
Pangkat/Golongan
NP, : :

Catatan:
* = tanpa gelar, NIP, Pangkat/Golongan.




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAM BARAT
NOMOR ... TAHUN :

nnnnnnn

" T
TENTANG
P N I T T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, -

Menimbang A BAAWA L. e e, ; 
b, bahwa ... L IR I SE EC PR I
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam™ = 0o
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur- =~ - - =7 0
tentang ............. s o S
Mengingat 1 2
e e e "
OO DU ORI
4.
MEMUTUSKAN: | _
Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG .................. ST
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1 SN
B e e
S

Pasal 2
) O O U
(&) - - .




Pasall

Peraturan Gubernur ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Gubemur
ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak .
pada tanggal

*GUBERNUR KALIMANTAN BARAT:‘ '

©OINAMAY
Diundangkan di Ponfianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

NAMA*

BERITA DAERAH PROVINS] KALIMANTAN BARAT TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Nama
Pangkat/Golongan
NP,

Catatan
= tanpa gelar, NP, PangkaUGolongan
= paraf Kepala Biro Hukum

? = paraf Kepala SKPD Pemrakarsa

= paraf asisten Sekda vang membidangi urusan terkait dencan materi Pergub 3  :

* = paraf Sekretaric Daerah




GLJ@ERNUR__KAL,iMAmAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT'

dan o -

PERATURAN GUBERNUR - ......... (Nama Provinsi) . - -
NOMOR ........ TAHUN ....... |
NOMOR ........ TAHUN ......

TENTANG | P

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT dan -

GUBERMNUR .....covvierc(Nama Provinsi), = -0
Menimbang a. - | o
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan- huruf b, perlu menetapkan Peraturan” Bersama = =
Gubernur  Kalimantan Barat dan Gubermur .00 o (Nama - oo

Provinsi) tentang e e

Mengingat o1

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN
GUBERNUR e e eremsanas (Nama - PFOVEHSE} ai_-_-TENTANG ;.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama i, yang dimaksud dengan:

Pasal 2




=3

E. Contoh Draft Keputusan Sekretans Daerah

SEKRETAR!AT DAERAH

S

' “’E PEMERINTATLI PR()VINSI KALlMANTAN BARAT

Jalan Ahmad Yani - §Telepcm (0561) 736541 Fax 730062
I mmmmx R ik
T Kode PDS 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAL!MANTAN BARAT
NOMOR cvcouns it/

uuuuuuu

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SEKR ETARIS DAERAH PROVlNSi KAL%MANTAN BARAT

Menrimbang & bahwa .. = R
b. bahwa ......... ..... e L S
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga;mna dzmaksud daian

huraf a dan huraf b, maka .o (sesua[ dengan 3uciul SK)-:-

periu ditetapkan dengan suatu Keputusan

Mengingat 1

2t e e L 5
3.
Do e e
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU PO U RS S SRR S SO PPN N

KEDUA

KETIGA . Keputusan Sekretans Da'_erzah' :'_irz mu!al bertak pad
ditetapkan. . - o :

Dstetapkan di Pont;a ak
pada tanggal ;

! QSEKRET&RES DAERAH 3

O NAMAT
Salinan sesual dengan aslmya PR N T
Kepala Biro Hukum,-

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.
Catatan : '
* = tanpa gelar, NIP, Pangkat[Goiongan
~paraf Kepala Biro Hukum -~
= paraf Kepala SKPD Pemrakarsa L TR i
¥ = paraf asisten Sekda yang membidang. urusan terkaai dengan mateu Pergub Lo




&

F. Contoh Draft Keputusan Kepala SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS/BADAN............(Sesuai Nomenklatur SKPD)

Jatan .o Telepon (0561) ... Fax. ...
PONTIANAK
e Kode Pos ..........
KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN.....ccvee.es.. (Sesuai Nomenklatur SKPD) .~
NOMOR ....... ¥ .o [ s ' ’ Lo
TENTANG
KEPALA DINAS/BADAN.....ccerneieranns (Sesuai Nomenklatur SKPD),
Menimbang Da BANWE e el
b bahwa ................ e e e e et ; _ _
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak'sﬁd dalam ..
huruf a dan huruf b, maka ... (sesuai dengan judul SK)
periu ditetapkan dengan suatu Keputusan; s -
Mengingat LT DT :
e e e e e :
Do e e e e e s
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU o
KEDUA
KETIGA . Keputusan Kepala Dinas/Badan ......... ini mulai berlaku pada tanggal S
ditetapkan. : S Tt
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal = o _ BRI
KEP ALA DINAS/BADAN ... (Sesuai -Nﬁ;‘mehkxa{ur"'s@b);.

NAMA*
GUBERNUR fKALIMA'N'TAN; :B'AM'T%_-:: .
£

CORNELIS =




